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Tgl Pembuatan -

Tgl Nomor Revisi

Tgl Pengesahan 20 - Me - J02¢

Disahkan Oleh Kepalu DinaC gxpm Provinth Sdwa Terqqh

Nama SOP Pencairan Jaminan Reklamasi dan/atau Pascatambang
PROVINSI JAWA TENGAH
No | Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1|UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 - Front office : Minimal berpendidikan SMA (harus menguasai persyaratan permohonan persetujuan
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dokumen)
2 i ¥ an Publi Jeg: 2publik 3t an Lembare 3 ik esi
UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | Back office/ Tim Teknis :
Nomor 5038);
3|UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang - Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan pencairan jaminan reklamasi dan pasca
4| UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengaly; Www\“mwﬁn adalah pejabat struktural atau staf teknis di bidang mineral dan batubara dan/atau Inspektur
5|Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
6|Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7| Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
8|Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9|Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara;
10{Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
11|Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan
Mineral Dan Batubara
12 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;
13| peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
14|Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;
15 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah;
16| Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;
17|Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;
18| Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
1|Kementerian ESDM; - Komputer, koneksi internet
2|Gubernur Provinsi Jawa Tengah; - Formulir / Blangko permohonan,
3|Bank Pemerintah/Swasta Nasional
Pencatatan dan
Peringatan : Pendataan :
1|Jika verifikasi isi dokumen tidak teliti maka akan menghambat proses penerbitan Surat persetujuan pencairan, berita acara penilaian
2|Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya Pencairan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang maksimal 25 hati kerja, disesuaikan sejak
tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap
3|Pencapaian SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA MUTU DAY KETERANGAN
No HEQEATAN, PEMOHON KEPALA BPKAD KEPALA DINAS | SEKRETARIS | KABID MINERBA | KA CABDIN ESDM EVALUATOR. KELENGKAPAN | WAKTU KELUARAN
. 1. Pemohon mengajukan permohonan pencairan jaminan
reklamasi dan/atau pascatambang kepada Kepala Dinas
Mengajian permotorn i
MMMc\«MmM wﬂ“”%:ﬂ%ﬂim! reklamasi dan/atau Lha Terma 2. Permohonan dikembalikan jika persyaratan tidak
pascatambang lengkap dan diterima jika persyaratan lengkap dengan
dibuatkan tanda terima melalui notifikasi email;
3. Kepala Dinas disposisi berkas masuk kepada evaluator
1. Evaluator melakukan evaluasi terhadap dokumen
laporan pelaksanaan jaminan reklamasi dan/atau
surat permohonan pascatambang
Melakukan évaliasi S dan dokumen ddkumendasi 2. Dm_wsm_ hal laporan vm_mxwm:wm: reklamasi dan/atau
F laporan pelaksanaan : . 3 untuk dilakukan perbaikan maka evaluator membuat
2 |dokumen dan pelaksanaan 3 14 hari evaluasi dan Berita = v i : "
eninjauan lapangan reklamasi dan/atau Acara Penilaian konsep surat Kepala Cabang Dinas perihal hasil evaluasi
P jaminan kepada pelaku usaha pertambangan untuk ditakukan
i pascatambang perbaikan.
3. Kepala Cabang Dinas memeriksa konsep surat hasil
evaluasi, menandatangani
Membuat konsep surat ZMMW.W_MMM“»HM Evaluator menyiapkan konsep surat persetujuan
3 wﬂmﬁ&:w: pencairan 5hari | persetujuan, formulir pencairan jaminan nnEwEsm.& dan/atau wwmnmga bang
jaminan reklamasi dan/atau cintiipan rekeninia, |YA08 meliputi surat persetujuan, formulir penutupan
pascatambang vczﬁ ¢ Mﬁ: _.wa.;:mbmu rekening, bilyet asli jaminan
3 Nota Dinas dan
Me ksa ki t 5 G
_X.._;MM”_.MMB MMMMWWHE Konsep surat Penandatanganan Nota Dinas dan paraf koordinasi atas
4 .F»:,:..ws 35&55% dan/atau 3 hari | persetujuan, formulir |konsep surat persetujuan pencairan jaminan reklamasi
; enutupan rekening, |dan/atau pascatambang
pascatambang p . .
bilyet asli jaminan
1. Penandatanganan konsep surat persetujuan pencairan
o surat persetujuan, jaminan reklamasi dan/atau pascatambang yang meliputi
Menyetujui rcamav. surat is E formulle \nnnr EE&,_ surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet asl
5 1«3,25:8. pencairan 2 hari rekening, bilyet asli jaminan oleh Kepala U._:bm, ) )
jaminan reklamasi dan/atau Iarilian 2. Pemohon mengambil surat persetujuan pencairan
pascatambang L jaminan rekl i dan/atau p bang dan
melakukan pencairan jaminan reklamasi dan/atau
pascatambang pada Bank penempatan jaminan
Mencatatkan pencairan Dinas ESDM melakukan pencatatan pencairan jaminan
6 |jaminan reklamasi dan reklamasi dan/atau pascatambang melalui link drive
pascatambang kepada BPKAD
25 harikerja |
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